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ABSTRAK 

PENYELESAJAN SENGKETA PERDATA MELALUJ MEDJASJ 

Dl PENGADILAN NEGERI BINJAI 

YudiAgustinr 
Darwinsyah Minin

Mirza Nasution-· 

Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar 

umum bagi pedoman pelaksanaan mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur 

berperkara di Pengadilan Negeri. 

Mediasi mampu untuk dijadikan konsep untuk mempermudah bagi para 

pihak yang berperkara demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan 

suatu keadilan yang bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri beserta 

hal-hal yang dikehendaki dalam proses mediasi tersebut. Pemakaian lembaga 

mediasi pengadilan lebih menguntungkan karena cepat. Mekanisme mediasi 

dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga mendorong upaya damai 

sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai. 

Dalam tesis ini akan di bahas penyelesaian sengketa perdata melalui 

Mediasi di Pengadilan Negeri Binjai. Pemi1ihan Lokasi Penelitian dilakukan 

mengingat Pengadilan Negeri Binjai telah memutus perk:ara melalui mediasi 

pengadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Binjai juga telah memiliki hakim yang 

bersertilikat sebagai mediator dari Mahkamah Agung. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif Penelitian hukum 

ini akan mengkaji penerapan PERMA No I Tahun 2008 di Pengadilan Negeri 

Binjai Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis karena tujuan 

penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan 

termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang akan 

disajikan secara deskriptif. 

• r\l�ahasiswa PPs Hukum UMA 

.. Pembimbing Pertama, Dosen PPs Hukum UMA 

••• Pembimbing Kedua, Dosen PPs Hukum UMA UNIVERSITAS MEDAN AREA



Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Penna No 1 Tahun 2008 pada 

hakekatnya jika diterapkan secara konsisten telah memenuhi azas penyelesaian 

sengketa/perkara yang sederhana, cepat , dan biaya murah/ringan. Penerapan 

Mediasi di Pengadilan Negeri Binjai pasca keluamya PERMA No.1 Tahun 2008 

tentang Prosedur Mediasi Pengadilan berdasarkan data yang telah dihimpun, 

seoptimal mungkin diupayakan berjalan sesuai ketentuan, namun hasilnya sangat 

bergantung kepada para pihak itu sendiri. Perkara yang berhasil mencapai 

perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Binjai masih sangat minim 

karena sebagian besar dilanjutkan ke proses sidang berikutnya. Dalam hal ini 

prosedur mediasi tetap dijalankan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, 

masalah berhasil atau tidak mencapai perdamaian tidak bisa dipaksakan 

mencapainya. Hal ini tidak lepas dari itikad para pihak yang biasanya datang ke 

pengadilan ketika perkaranya sudah tidak bisa diselesaikan lagi secara damai di 

luar pengadilan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Negeri Binjai antara lain dari faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya 

hukum. 

Kata Kunci : - Penyelesaian Sengketa Perdata 

-Mediasi 

- Pengadilan 
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ABSTRACT 

SETTLEMENT OF DISPUTES THROUGH MEDIATION 
IN CIVIL COURT BINJAI 

Yudi Agustini* 
Darwinsyah Minin·· 

Mirza Nasution··· 

The Supreme Court has imposed the Supreme Court Rule No. OJ of 2008 

regarding Mediation Procedure in Court as a general standard to guide the 

implementation of the intensified mediation to litigants in court procedures. 

Mediation is able to be a concept to make it easier for the parties to the 

litigants in order to obtain mutual agreement and provide a justice that comes 

from the active conduct of the parties themselves and the things that are desired in 

the mediation process. The use of mediation institutions more profitable because 

the court quickly. Mechanisms mediating in the dispute resolution process in the 

courts also encourage peace efforts as the main solution by the warring parties. 

In this thesis will be discussed settlement of civil disputes through 

Mediation in the Court of Binjai. Site Selection of a study conducted Binjai 

considering the District Court had decided the case through court mediation. Also 

Binjai District Court judge who also has certified as a mediator of the Supreme 

Court. 

This research is a normative law. Legal research will study the application 

of Perma No. 1 I 2008 in the District Court Binjai The nature of this research is 

analytical descriptive research because the purpose of research to describe and 

analyze the problem and included in this type of library research (library 

research) that will be presented in descriptive. 

The result of this research show that the Perma No. 1 I 2008 in substance 

if applied consistently in compliance with the principle of settlement of disputes I 
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lawsuits that are simple, rapid, and low cost I lightweight. Application of 

Mediation in the Court of post-discharge Binjai Perma No.1 of 2008 on 

Mediation Procedure Court based on data already collected, as optimal as 

possible effort goes according to the regulations, but the results are highly 

dependent on the parties themselves. Cases are managed to achieve peace 

through mediation in the District Court Binjai is still very minimal because most 

of the proceeds to the next trial. In this case the mediation procedure still run 

according to the provisions of Perma No. 1 I 2008, the problem was successful or 

not achieve peace can not be imposed to achieve it. This is not out of the goodwill 

of the parties usually come to court when the case can no longer be resolved 

amicably out of court. 

Factors that affect the implementation of mediation in the District Court of 

Binjai among other factors the legal structure, legal substance and legal culture. 

Keywords: -Civil Dispute Resolution 

-Mediation 

-Court 

iv 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui 

Mediasi Di Pengadilan Negeri Binjai. 

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis sudah berusaha sebaik mungkin, 

namun tetap menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan 

kelemahannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dari pembimbing demi 

perbaikannya. 

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian,dorongan, kritik 

bimbingan, saran dan lain lain. Selanjutnya terima kasih yang sebesar - besarnya 

penulis ucapkan kepada : 

1. Bapak Prof. DR. Ali Y aqub Matondang Selaku Rektor Universitas Medan 

Area 

2. Bapak .Dr. Mirza Nasution,SH.M.Hum , selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area dan juga sebagai 

pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan kepada 

Penulis 

3. Bapak Arif, SH,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu hukum Pasca 

Sarjana Universitas Medan Area. 

4. Bapak Dr. Darwinsyah Minin,SH.M.Hum selaku Pembimbing Pertama, 

yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis. 

v 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



5. Seluruh Dosen/Guru Besar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UMA 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang hukum selama 

perkuliahan. 

6. Kepada keluarga yang telah memberikan dorongan kepada penulis hingga 

tesis ini dapat diselesaikan. 

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini telah memenuhi persyaratan 

untuk pelaksanaan penelitian, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan 

memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. 

Medan Juni 2011 

Penulis 

Yudi Agustini 

vi 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



No 

1 

2 

3 

DAFTAR TABEL 

Judul Halaman 

Perbedaan PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan 

PERMANo.l Tahun 2008.. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. ... .. . . .. ...  51 

Sistematika PERMA No. 1 Tahun 20mL... . .. . . . . . . . . . . . . . . ...... . .  53 

Laporan Perkara Perdata Tahun 2009 di Pengadilan 

Negeri Binjai. ... ......... .................... .......... ... . .... ... . . . .... ()() 

VI 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTAR ISI 

Halaman 

LEMBAR PERSETUJUAN 

LEMBAR PENGESAHAN 

J\IIST�........................................................................... ...... i 

���Jllt£7�................................................................................. iii 

KAT A PEN GANT AR................................................................... iv 

DAFT AR T J\IIEL ..................................................................•............................. vi 

DAFT AR lSI......................................................................................................... vii 

BAB I : PENDAHULUAN.............................................................................. l 

1.1. Latar Belakang . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 

1.2. Perumusan Masalah .................................. ................ ............... ......... .. 9 

1.J. Tujuan Penelitian ................................................................................ 9 

1.4. Manfaat Penelitian .............................................................................. 10 

1.5. Kerangk:a Teori dan Konsep................................................................ 11 

1.5.1.Kerangka Teori ........................................................................... 11 

I .S .2.Konsep . ····-·· ............................ ·-·· ...................... ............. ·- ·  ............... ··-· 1 J 

BAB ll : TINJAUAN KEPUST AKAAN ...........................•............................ 17 

2.1. Pengertian Mediasi Di Pengadilan ................................... .................. 17 

2.2. Bentuk-bentuk Altemtif Penyelesaian Sengketa................................ 22 

23. Sejarah Mediasi Di IndQnesia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .......... 31 

BABill METODE PENELITIAN .•.........•.•.•.••.•..•••.•..•...••.•.•.•....•...•..•..•... 41 

3 .1. Spesiftkasi Penelitian...... .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . ... . . . . .. . . .. .. .... . . . . .. ..... . . . . . . . . . .. .. . 41 

3.2. Lokasi Penelitian... . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44 

J.J. Metode Pengumpulan Data ............................................................... . 

3.4. Alat Pengumpulan Data ..................................................................... . 

:3.5. Analisis Data ..................................................................................... . 

Vll 

44 

44 

45 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



4'1 t 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.... .......................... 47 

4.1. Prosedur Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan PERMA 

No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ............ 47 

4.1.1. Pengaturan Mediasi l)i Pengadilan ... ............ .. ....... .................. 47 

4.1.2. Perbandingan Mediasi Di Beberapa Negara .. .......................... 61 

4.2. Ptdaksanaan Mediasi l)i Pengadilan Negeri Rinjai ............................... 6� 

4.2.1. Pihak Pihak Yang Meminta Mediasi .............. ....... .................... 74 

4.2.2.Mediator Yang Menangani Perkara ............ ....... ,. ......... ... . 7� 

4.3. Hambatan Hambatan Yang Mempemgaruhi Pelaksanaan Mediasi 

I>i Pengadilan. .... ... .. .. . •. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . .. . . . .. .. 79 

4.3.1. Sistem Peradilan di Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 

4.J.2. Hambatan Pada Struktur Hukum.... ..... ... ...........................  86 

4.3.3. Hambatan Pada Substansi Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

4.J.4. Hambatan Pada Budaya Hukum ..................... .. .......... ...... 92 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ......... ........ ................ ... .......................... 98 

5 .1. Kesimpulan................................... .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. . 98 

5.2. Saran.. . . . . . . ... ....................................................................................... 99 

DAFTAR PUSTAKA 

UAFf AR RIW AY AT IDDUP 

Vlll 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap bangsa atau kelompok masyarakat mempunyai kewajiban moral untuk: 

menorehkan risalah peradabannya. Bangsa yang sanggup merasa mampu menuliskan 

risalah peradaban telah dan akan menjadi saksi sejarah eksistensi dan perjalanan 

man usia. 

Konsep moral mengandung 2 makna, yaitu: (1) keseluruhan aturan dan norma 

yang berlaku dan diterima oleh masyarakat tertentu sebagai arah atau pegangan dalam 

bertindak dan ungkapkan dalam kerangka yang baik dan yang buruk dan (2) disiplin 

filsafat yang mere:fleksikan tentang aturan-aturan tersebut dalam rangka mencari 

pendasaran dan tujuan atau finalitasnya. Suatu tanggung jawab moral, didefinisikan 

dan diputuskan dari dalam bukan karena tekanan aturan dari luar. Lalu pelaku 

menemukan dalam dirinya kemampuan inisiatif dan kemampuan yang ditumbuhkan 

oleh kewajiban dalam situasi tidak terduga1 

Hukum yang berlaku dalam suatu komunitas sosial atau bangsa menjadi guru 

ang memberi pelajaran tentang interaksi antar insani dan sekaligus memberi araban 

1Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 141 
dan 186-187 
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2 

dinamika sosial bagi bangsa tersebut.2 Sejalan dengan hal ini, Apeldoorn3, dengan 

merujuk pada pikiran yang hidup di kalangan bangsa Jerman pada masa 500 Tahun 

sebelum Masehi, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan 

hid up secara damai. Istilah damai pada masa itu (dan juga masih dalam ranah Bahasa 

Belanda dewasa ini, vrede) adalah apa yang kini disebut sebagai "tertib hukum."4 

Dalam bahasa yang lain, hukum merupakan salah satu proses (produksi) 

manusia (sebagai aktor) dalam membangun dunianya yang dapat dicermati dan 

ditelaah melalui interaksi yang berlangsung di dalam masyarakat. Fenomena ini 

mampu menampilkan hukum lebih mengedepankan persoalan-persoalan yang 

berkembang di dalam masyarakat. Aktivitas masyarakat terus menerus dalam 

kehidupan sehari-hari memberikan makna penting bagi pembentukan hukum.5 

Dalam hubungan ini, lembaga pengadilan merupakan salah satu institusi yang 

menjalankan fungsi hukum atau menegakkan keadilan. Kata peradilan terdiri atas 

kata dasar 'adil' dan mendapatkan awalan 'per' serta akhiran 'an' berarti segala 

esuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan 

semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai pengertian yang 

abstrak, yaitu 'hal memberikan keadilan'. Hal yang memberikan keadilan berarti, 

2 Artijo Alkostar, "Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah 
Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen", Jumal Hukum Ius Quia Iustum, No. 26 Vol. 11-2004, 
htm. 1. 

3 L.J.van Apeldoom, 1960, Pengantar 1/mu Hukum (teljemahan Mr. Oetarid Sadino), Jakarta: 
Noor4boff-K.olff, him. 20. 

4 ibid 
5 Anthon F. Susanto, 2004, Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang 

impangan,Mekanisme Kontro/, dan Akuntabi/itas Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 
. 36. 
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